Penutup

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 6/PUU-VII/2009 ini pada dasarnya telah
menjawab kebutuhan dasar akan pemahaman secara integral dan seimbang antara hak
anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28A ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 27 ayat (2)
UUD 1945. Pengaturan Pasal 46 ayat (3) huruf ¢ UU No. 32 Tahun 2002 merupakan
titik temu dari kepentingan pelaku usaha rokok (industri rokok) dan perlindungan hak
anak. Mencabut Pasal 46 ayat (3) huruf ¢ UU No. 32 Tahun 2002 sama saja dengan
menyatakan iklan rokok sebagai iklan yang dilarang itu berarti rokok menjadi obyek
yang dilarang juga untuk dikonsumsi. Keberadaan Pasal 46 ayat (3) huruf ¢ UU No.
32 Tahun 2002 ini tetap sah selama rokok tetap diakui sebagai barang legal.
Sehubungan dengan pembukaan UUD 1945 sebagai guidance principle maka Pasal
28A ayat (2) pada dasarnya juga mengakomodir keberlakuan Pasal 27 ayat (2) UUD

1945 demikian juga Pasal lainnya.
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